PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 102 TAHUN 2003 SERI D
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

(PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 3 TAHUN 2003 (3/2003)
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat :

TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALITKOTA YOGYAKARTA

bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis
serta terjadi kebutuhan yahg mendesak, maka
Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah telah dilakukan perubahan
dan telah disepakati pada tanggal 27 bulan Mei
tahun 2003, tahun 2003

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada
huruf a, perlu dilakukan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2003 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Ncgara
Nomor 859);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3569);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Rctribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagail
mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3688);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Kcuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 206.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Ncgara Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000
tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000
tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak
Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan
Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 218,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4034);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
lembaran Negara Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2003 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13
Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2000 Nomor 1) ;

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13
Tahun 2002 tentang Poja Dasar Pembangunan
(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 27) ;

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14
Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 28) ;

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun
2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah
Tahun 2003 Nomor 52).

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29
Tahun 2002 ten tang Pedoman Pengurusan,
Pertanggungjawaban, dan Pengawasan
Keuangan Daerah Serta Tata Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan



Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

2. Risalah Sidang-sidang Plena Dewan
Perwaki lan Rakyat Daerah mengenai
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2003

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 semula
berjumlah Rp 319.927.954.830,00 bertambah sejumlah Rp
52.131.399.214,00 sehingga menjadi Rp.372.059.354.044,00 dengan
rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan

a. Semula Rp. 302.780.433.000,00

b. Bertambah Rp- 639.600.000,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 303.420.033.000,00

2. Belanja

a. Semula Rp. 314.895.559.208,00
b. Bertambah Rp 32.761.404.175,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 347.656.963.383,00
Defisit setelah Perubahan Rp. (44.236.930.383,00)
3. Pembiayaan .
a. Penerimaan
1) Semula Rp 17.147.521.830,00
2) Bertambah Rp 51.491.799.214,00
Jumlah Penerimaan setelah
Perubahan Rp 68.639.321.044,00
b. Pengeluaran
1) Semula Rp 5.032.395.622,00
2) Bertambah Rp 19.369.995.039,00
Jumlah Pengeluaran setelah
Perubahan Rp 24.402.390.661,00
Jumlah Pembiayaan setelah
Perubahan Rp 44.236.930.383,00
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja



Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini,
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri

dari:

1. Lampiran 1: Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

2. Lampiran 11 : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan
Tanun Anggaran 2003.

3. Lampiran 111 : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Tahun Anggaran 2003.

4. Lampiran 1V : Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2003 Menurut Bidang Pemerintahan
dan Organisasi Perangkat Daerah.

5. Lampiran V: Daftar Jumlah Pegawali Pemerintah Kota
Yogyakarta.

6. Lampiran VI : Daftar Pinjaman Daerah

7. Lampiran VII u Daftar Investasi (Penyertaan Modal
Daerah)

8. Lampiran VII1 : Urusan Kas dan Perhitungan.

9. Lampiran 1IX : Daftar Dana Cadangan

10. Lampiran X: Daftar Anggaran Multi Tahunan

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota menetapkan
Keputusan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Juli 2003
WALIKOTA YOGYAKARTA
ttd
H. HERRY ZUDIANTO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Nomor : 18/K/DPRD/2003

Tanggal : 31 Juli 2003

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.
Nomor : 102 Seri D
Tanggal : 1 Agustus 2003



SEKRETARIS DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
TTD
Drs. SUBARKAH
Pembina Tingkat 1
NIP. 490 018 605



